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SALINAN
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WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 76 TAHUN 2022

TENTANG

MONITORING DAN EVALUASI
PENGAWASAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Analisis Dampak Lalu Lintas, Wali Kota membentuk Tim Monitoring
dan Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas untuk jalan Kota dalam
rangka pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan kewajiban
Pemegang atau Pembangun;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Monitoring
dan Evaluasi Pengawasan Analisis Dampak Lalu Lintas;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-

Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut,
Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6760);



4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 528);

8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2014 tentang
Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan (Lembaran Daerah Kota
Samarinda Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Samarinda Tahun 2014 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG MONITORING DAN EVALUASI

PENGAWASAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

3.
4.

Daerah adalah Kota Samarinda.

Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.

Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.

Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai
dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan
infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis
dampak lalu lintas.

Pengembang atau Pembangun adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau
perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik yang akan membangun
atau mengembangkan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.



(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(1)

Tim Monitoring dan Evaluasi adalah tim yang bertugas mengawasi dan
mengevaluasi implementasi pelaksanaan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang
disampaikan oleh Pengembang atau Pembangun.

BAB II
PENGAWASAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
Pasal 2
Pengembang atau Pembangun wajib melaksanakan kewajiban yang tercantum
dalam hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang tertuang dalam surat pernyataan
kesanggupan melaksanakan kewajiban Analisis Dampak Lalu Lintas.

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan kewajiban Pengembang atau
Pembangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Monitoring
dan Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas yang dibentuk oleh Wali Kota.

Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas
unsur:

a. Dinas Perhubungan sebagai ketua;

b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; sebagai anggota;
c. Satlantas Polresta Samarinda; sebagai anggota; dan

d. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda, sebagai anggota.

Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan
aparatur sipil negara dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang
memiliki sertifikat Tim pengawas Analisis Dampak Lalu Lintas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan
dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 3
Tim Monitoring dan Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (2) melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk
melakukan:

a. pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan rekomendasi
persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas;

b. evaluasi kesesuaian pelaksanaaan mitigasi penanganan dampak rekomendasi
hasil atau terhadap pelaksanaan dan pemenuhan atas persetujuan Analisis
Dampak Lalu Lintas yang telah ditetapkan;

c. melakukan pemantauan ketersediaan lahan parkir sesuai hasil Analisis
Dampak Lalu Lintas dengan pelarangan digunakan selain perparkiran dan
tidak memasang tiang-tiang/bangunan yang mengurangi kapasitas parkir;

d. melakukan pemantauan lajur pedestrian/trotoar yang digunakan sebagai
jalan masuk dan keluar, dengan memastikan tidak dibuat miring yang
menganggu aktivitas pedestrian; dan

e. melakukan pemantauan terhadap pemenuhan fasilitas keselamatan (rambu
lalu lintas, marka jalan, lampu penerangan jalan dan fasilitas keselamatan
lainnya) yang menjadi kewajiban Pengembang atau pembangun.



(2)

Dalam melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Tim Monitoring dan Evaluasi dapat melakukan tindakan korektif
terhadap rekomendasi hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.

(3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas secara berkala

(4)

()

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah rekomendasi hasil
persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas ditetapkan.

Pelaksaaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan pada masa:

a. konstruksi; dan
b. operasional.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilakukan setelah menyampaikan surat pelaksanaan monitoring dan evaluasi
kepada Pembangun atau Pengembang.

(6) Surat pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

ditandatangani oleh ketua Tim Monitoring dan Evaluasi.

BAB III
SANKSI ADMINITRATIF

Pasal 4
Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disampaikan kepada Wali Kota.
Dalam hal berdasarkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi Analisis
Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan
Pengembang atau Pembangun belum melaksanakan dan memenuhi rekomendasi
persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana yang tertuang dalam
surat pernyataan kesanggupan, Wali Kota sesuai dengan kewenangannya
memberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 5

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berupa:

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara kegiatan/pelayanan umum;

c. denda administratif; dan/atau

d. pembatalan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas dan/atau perizinan
berusaha.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan
secara elektronik melalui sistem informasi Analisis Dampak Lalu Lintas dan/atau
secara langsung.

Pasal 6
Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-
masing 30 (tiga puluh) hari kalender.

Dalam hal Pengembang atau Pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah
berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan



dan/atau penghentian sementara pelayanan umum selama 30 (tiga puluh) hari
kalender.

(3) Dalam hal Pengembang atau Pembangun tetap tidak melaksanakan kewajiban
setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai
denda administrasi paling banyak 1% (satu persen) dari nilai kewajiban yang
harus dipenuhi oleh pengembang atau pembangun.

(4) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi denda
administratif atau 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pembayaran denda,
Pengembang atau Pembangun tidak melaksanakan kewajibannya, dikenai sanksi
pembatalan persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas dan/atau perizinan
berusaha.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali
Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 28 November 2022
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd
ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 28 November 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd
HERO MARDANUS SATYAWAN
BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2022 NOMOR: 383

Salinan sesyai dengan aslinya
Sekretariat Da¢grah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,

EKO|SUPRAYETNO. S.Sos
NIP. 1F6801 19 198803 1 002




